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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT Tuhan Yang  Maha Esa, 

atas berkah dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok Tahun 2022 dapat tersusun yang 

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

Demi kesempurnaan penyusunan Renja Tahun 2022 Satpol PP Kota Depok 

untuk tahun-tahun berikutnya, kami menerima kritikan dan saran yang 

membangun. 

Depok,    Februari 2022 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 
Kota Depok 

N Lienda Ratnanurdianny, SH., M.Hum 
NIP.197001271998032004 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Penyusunan Renja Tahun 2022 dilakukan dengan melaksanakan pengkajian 

terlebih dahulu terhadap kondisi nyata pada Satuan Polisi Pamong Praja 

(Satpol PP) Kota Depok, mengevaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP Kota 

Depok pada tahun-tahun sebelumnya, dan mengevaluasi kinerja terhadap 

pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP. Dari evaluasi tersebut 

dapat direncanakan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan agar 

terpadu serta sinergis guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

1.1. Latar Belakang 

Renja Satpol PP Kota Depok adalah dokumen perencanaan Satpol PP untuk 

periode 1 (satu) tahun, dan memiliki keterkaitan perencanaan dengan 

Dokumen RKPD dan Dokumen Renstra.  

Keterkaitan tersebut ditampilkan dalam tabel dibawah ini : 
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Tabel keterkaitan tujuan/sasaran dan indikator tujuan/sasaran serta target 

antara Renstra, Renja, RKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok 

Tujuan dan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran 
Satuan 

Target 
Renstra/RKPD/Renja Renstra/RKPD/Renja 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Mewujudkan Tata Kelola 
Pemerintahan yang Akuntabel dan 
Pelayanan Publik yang Humanis 

Tingkat Akuntabilitas 
Kinerja Satpol PP % 80 83 85 87 89 91 

Meningkatnya Tata Kelola 
Pemerintahan yang Akuntabel dan 
Pelayanan Publik yang humanis 

Nilai SAKIP Satpol PP Nilai 70 70 70 72 72 72 

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Cakupan Pelayanan 
Penunjang Urusan Pemda % 100 100 100 100 100 100 

Mewujudkan Kualitas Kehidupan 
Masyarakat Kota Depok Yang 

Nyaman, Aman,dan Tertib 

Indeks Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum Angka 74 74,67 75.33 76 76,67 77,33 

Meningkatnya Ketertiban dan 
Ketenteraman Masyarakat serta 

Keamanan dan Kenyamanan 
Lingkungan 

Persentase Capaian SPM 
Trantibum % 74,10 74,50 74,90 75,20 75,60 76 

Program Peningkatan Ketenteraman 
dan Ketertiban Umum 

Persentase Pelayanan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

% 61,25 61,92 62,11 62,74 63,33 63,90 
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1.2 Landasan Hukum 

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya

Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104);

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No.

126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi

Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

72);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Aas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkatr Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

13.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 1842);

15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman

Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
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16.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan

Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

17.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1540);

18.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar

Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban

Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang

Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana

Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi

Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerag Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1447);
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22.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang

Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

23.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);

24.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012, tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 Tentang

Organisasi Perangkat Daerah.

25.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026,
Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9.

26.Peraturan Wali Kota Depok Nomor 110 tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi

Pamong Praja.

1.3    Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan Renja Satpol PP Kota Depok Tahun 2022, 

adalah untuk mengetahui : 

1. Perencanaan kinerja Satpol PP Kota Depok melalui penetapan tujuan dan

sasaran yang dijabarkan kedalam program dan kegiatan serta sub

kegiatan.

2. Keterkaitan pencapaian indikator kinerja utama dengan pelaksanaan

program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3. Pedoman evaluasi kinerja Satpol Kota Depok pada tahun 2023.
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Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Satpol PP Kota Depok 

Tahun 2022, adalah : 

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Perjanjian Kinerja pada Tahun 2022

ditingkat Eselon II sampai dengan Staf.

2. Meningkatkan kinerja Satpol PP Kota Depok dalam rangka pemenuhan

aspek kualitas kinerja dan kemanfaatan kinerja.

3. Menjadi pedoman evaluasi kinerja Satpol PP Kota Depok antara

pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan

dengan pencapaian Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Utama.

1.4.  Sistematika Penulisan 

Rencana Kerja Satpol Kota Depok Tahun 2021 disusun berdasarkan 

sistematika sebagai berikut :   

BAB I. PENDAHULUAN  

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja 

Satuan Polisi Pamong Praja, agar substansi dasar pada bab-bab berikutnya 

dapat dipahami dengan baik 

1.1  Latar Belakang. 

1.2  Landasan Hukum. 

1.3  Maksud dan Tujuan. 

1.4  Sistematika Penulisan. 

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA TAHUN LALU  

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 

sampai dengan Bulan Juni  dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong 

Praja. 

3.2 Analisis Kinerja Pelayanan. 
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3.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi 

Pamong Praja. 

3.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD. 

3.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 

BAB  III. TUJUAN DAN SASARAN 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional. 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja. 

3.3 Program dan Kegiatan. 

BAB  IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

BAB V. PENUTUP  
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BAB  II 

HASIL EVALUASI RENJA  

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DEPOK 

TAHUN LALU 
 

 

 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra. 

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 kami sampaikan dalam tabel 

T-C.29 dibawah ini : 



Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok 

10 
RENJA 2022 

Satuan Polisi Polisi Pamong Praja Kota Depok 

Hasil evaluasi disajikan pada tabel T-C.29, sebagai berikut : 

Tabel T-C.29 
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satpol PP dan Pencapaian Renstra Satpol PP Tahun 2021 

Kota Depok 
Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja 

Kode 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah Dan 

Program/Kegiatan 

Indikator 
Kinerja Program 

(Outcomes) / 
Kegiatan 
(Output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program  

Tahun 2021 
(Akhir 

Periode 
Renstra 

Satpol PP) 

Realisasi 
Target 

Kinerja Hasil 
Program 

dan 
Keluaran 

Kegiatan s/d 
dengan 

tahun 2019 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 
Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 

Target 
program dan 

kegiatan 
(Renja Satpol 
PP tahun n-1) 

2022 

Perkiraan Realisasi Capaian 
Target Renstra Perangkat 
Daerah s/d tahun berjalan  

Target 
Renja 

Tahun 2021 
(Akhir 

Periode 
Renstra 

Satpol PP) 

Realisasi 
Renja Tahun 
2021 (Akhir 

Periode 
Renstra 

Satpol PP) 

Tingkat 
Realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 

tahun 
berjalan 

(tahun n-1) 
2022 

Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 
URUSAN 

PEMERINTAHAN 
WAJIB YANG 
BERKAITAN 

DENGAN 
PELAYANAN 

DASAR 
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BIDANG 
KETENTERAMAN 
DAN KETERTIBAN 

UMUM SERTA 
PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 
PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Cakupan 
Integrasi 
Perencanaan 

100% - 100% 100% 100% 

Nilai SAKIP 72 - 72 0 0% 
Persentase 
penyediaan  
administrasi 
perkantoran 

100% - 100% 86% 86% 

Persentase 
penyediaan 
sarana dan 
prasarana 
aparatur 

100% - 100% 91% 91% 

Persentase 
Pegawai yang 
mendapatkan 
Pengembangan 
Kompetensi 

45% - 45% 45% 100% 
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Cakupan 
pelayanan 
penunjang 
urusan Pemda 

100% 100% 100% 

Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

Cakupan 
Integrasi 
Perencanaan 

100% - 100% 100% 100% 

Persentase 
dokumen 
perencanaan, 
anggaran, dan 
evaluasi tepat 
waktu 

100% 

Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah 
Dokumen 
Renstra; Jumlah 
Dokumen Renja 

2 - 2 2 100% 

Jumlah 
dokumen Renja 1 dokumen 1 dokumen 100% 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
SKPD 

Jumlah 
Dokumen 5 - 5 5 100% 
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Jumlah 
dokumen 
Pengukuran 
Kinerja, 
Pelaporan 
Kinerja, 
Evaluasi 
Internal, SPM, 
LPPD yang 
tersusun 

5 dokumen 5 dokumen 100% 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah 
dokumen SPIP 1 dokumen 1 dokumen 100% 

Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 

Nilai SAKIP 72 - 72 - - 

Persentase 
administrasi 
keuangan tepat 
waktu 

100% 100% 100% 

Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan ASN 

Jumlah ASN 
Satpol PP 89 - 89 85 95.51% 90 orang 90 orang 100% 

Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Persentase 
Pegawai yang 
mendapatkan 
Pengembangan 
Kompetensi 

45% - 45% 45% 100% 
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Persentase 
Pemenuhan 
Pengurusan 
Administrasi 
Kepegawaian 

          100% 100% 100% 

        

Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta 
Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah PDH; 
Jumlah PDL; 
Jumlah Pakaian 
Dinas Hari-Hari 
Tertentu  

175 - 175 175 100%       

          
Jumlah Pakaian 

Pataka dan 
Dhuaja 

          40 stel 40 stel 100% 

          Jumlah Pakaian 
PPNS           20 stel 20 stel 100% 

          Jumlah PDH           90 stel 90 stel 100% 

          Jumlah PDKS I 
dan II           15 stel 15 stel 100% 

          Jumlah PDL           90 stel 90 stel 100% 

          Jumlah PDU 
Satpol PP           15 stel 15 stel 100% 

        
Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

Persentase 
Penyediaan 
Administrasi 
Perkantoran 

100% - 100% 86.26% 86.26%       
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Persentase 
penyediaan 
administrasi 
umum 
perkantoran 

          100% 100% 100% 

        

Penyediaan 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Jenis 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Peneran
gan Bangunan 
Kantor 

20 - 20 19 95.00%       

        

Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Jenis Alat Tulis 
Kantor; Jenis 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

33 - 33 27 81.82%       

          Jumlah Alat 
Tulis Kantor           25 item 25 item 100% 

          

Jumlah 
Peralatan dan 
Perlengkapan 

Kantor 

          8 item 8 item 100% 

        
Penyediaan 
Peralatan Rumah 
Tangga 

Jenis Peralatan 
Rumah Tangga 20 - 20 20 100%       

        Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Jenis Makanan 
dan Minuman ( 
3 jenis selama 
12 bulan ) 

12 - 12 7 58.33%       
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Jumlah 
Makanan dan 
Minuman 

          12 bulan 12 bulan 100% 

        
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jenis Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

15 - 15 14 93.33%       

          
Jumlah Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

          15 item 15 item 100% 

        

Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah 
Aparatur 
Mengikuti 
Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi Luar 
Daerah 

293 - 293 252 86.01% 293 OH 293 OH 100% 

        

Dukungan 
Pelaksanaan 
Sistem 
Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 
pada SKPD 

Jumlah Sistem 
Aplikasi           1 aplikasi 1 aplikasi 100% 

        

Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Persentase 
penyediaan 
sarana dan 
prasarana 
aparatur 

100% - 100% 91.23% 91.23%       
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Persentase 
barang milik 
daerah kondisi 
baik 

100% 100% 100% 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah 
Kendaraan 
Dinas 

50 - 50 45 90.00% 

Jumlah 
pemeliharaan 
kendaraan 

50 kendaraan 50 kendaraan 100% 

Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jenis 
Perlengkapan 
Gedung Kantor 

7 - 7 7 100% 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
KETENTERAMAN 
DAN KETERTIBAN 
UMUM 

Cakupan 
Penegakan 
Perda dan 
Perwal 

100% - 100% 88% 88% 

Cakupan Rasio 
Petugas Linmas 0.27 - 0.27 0.27 100% 
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Persentase 
Pelayanan 
Ketenteraman 
dan Ketertiban 
Umum                                       

          74.67% 74.67% 100% 

        

Penanganan 
Gangguan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 
dalam 1 (satu) 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

Cakupan 
Penegakan 
Perda dan 
Perwal 

100% - 100% 88% 88%       

          
Tingkat 
penyelesaian 
pelanggaran K3 

          75% 75% 100% 

        

Pencegahan 
Gangguan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 
melalui Deteksi 
Dini dan Cegah 
Dini, Pembinaan 
dan Penyuluhan, 
Pelaksanaan 
Patroli, 
Pengamanan, dan 
Pengawalan (232 
orang selama 12 
bulan) 

Jumlah Satgas 
Pol PP selama 
13 Bulan 

232 - 232 233 100% 249 orang 249 orang 100% 
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Penindakan atas 
Gangguan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 
Berdasarkan Perda 
dan Perkada 
melalui Penertiban 
dan Penanganan 
Unjuk Rasa dan 
Kerusuhan Massa 

Jumlah 
lahan/lokasi 
Fasos Fasum 
yang 
ditertibkan; 
Jumlah lokasi 
PKL yang 
diteribkan; 
Jumlah 
penertiban 
Mikhol; Jumlah 
penertiban PSK, 
Anjal, dan 
Gepeng 

10 - 10 10 100%       

          

Jumlah 
Pelanggaran 

dan Pengaduan 
Trantibum 

dalam Kab/Kota 
yang ditangani 

          5 lokasi 5 lokasi 100% 

          

Jumlah 
Pelanggaran K3 

yang 
diselesaikan 

          5 lokasi 5 lokasi 100% 

          

Jumlah 
Pengamanan 

Pasca 
Penyelesaian 

Pelanggaran K3 

          5 lokasi 5 lokasi 100% 
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Jumlah 
Pelanggaran K3 
yang dilaporkan 
Masyarakat dan 
Teridentifikasi 
oleh Satpol PP 

          20 
pengaduan 

20 
pengaduan 100% 

          Jumlah Regu 
Patroli 24 jam           30 regu 30 regu 100% 

        

Koordinasi 
Penyelenggaraan 
Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 
serta Perlindungan 
Masyarakat 
Tingkat 
Kabupaten/Kota 

Jenis 
Penjagaan/ 
Pengamanan; 
Jumlah Gelar 
Pasukan 
Tingkat Kota 
Depok 

3 - 3 3 100%       

          Jumlah Demo           20 demo 20 demo 100% 

          
Jumlah Gelar 

Pasukan Satpol 
PP 

          1 gelar 
pasukan 

1 gelar 
pasukan 100% 

          

Jumlah 
Pengamanan 

dan 
Pengawalan 

          5 jenis 5 jenis 100% 

          
Jumlah Kajian 

Indeks 
Trantibum 

          1 dokumen 1 dokumen 100% 
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Pemberdayaan 
Perlindungan 
Masyarakat dalam 
rangka 
Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 

Jumlah Anggota 
Satlinmas 
Tingkat Kota; 
Jumlah Anggota 
Satlinmas yang 
dibina dan 
dilatih; Jumlah 
Pengamanan 
Hari Raya 

12 - 12 12 100%       

          

Cakupan 
petugas 

Perlindungan 
Masyarakat 

(Linmas) 

          22% 22% 100% 

          
Jumlah 

Pengamanan 
Hari Raya 

          2 momentum 2 momentum 100% 

          

Jumlah Petugas 
Linmas dalam 1 

wilayah kerja 
Kab/Kota 

          630 orang 630 orang 100% 

          

Jumlah RT yang 
dilakukan 

pengawasan 
dan 

pengamanan 
oleh Petugas 

Linmas 

          2300 RT 2300 RT 100% 
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Jumlah 
Satlinmas yang 

terlatih dan 
dikukuhkan 

          30 orang 30 orang 100% 

        

Peningkatan 
Kapasitas SDM 
Satuan Polisi 
Pamongpraja dan 
Satuan 
Perlindungan 
Masyarakat 
termasuk dalam 
Pelaksanaan Tugas 
yang Bernuansa 
Hak Asasi Manusia 

Jumlah 
Aparatur Satpol 
PP yang 
mengikuti 
Bintek; Jumlah 
Jafung Pol PP  

72 - 72 72 100%       

          

Jumlah 
Aparatur Satpol 

PP dan 
Satlinmas yang 
mendapatkan 

pembinaan 
HAM 

          50 orang 50 orang 100% 

        

Penegakan 
Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota 
dan Peraturan 
Bupati/Wali Kota 

Cakupan 
Penegakan 
Perda dan 
Perwal 

100% - 100% 88% 88%       
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Persentase 
Perda dan 
Perkada yang 
ditegakkan 

          50% 50% 100% 

        

Sosialisasi 
Penegakan 
Peraturan Daerah 
dan Peraturan 
Bupati/Wali Kota 

Jumlah Papan 
Informasi 
Larangan/Segel 

34 - 34 34 100%       

          
Jumlah lokasi 
Sosialisasi dan 

Perkada 
          10 lokasi 10 lokasi 100% 

          
Jumlah Perda 

yang 
disosialisasikan 

          10 perda 10 perda 100% 

        

Pengawasan atas 
Kepatuhan 
terhadap 
Pelaksanaan 
Peraturan Daerah 
dan Peraturan 
Bupati/Wali Kota 

Jumlah regu 
Patroli 24 jam 
(27 regu selama 
12 bulan) 

12 - 12 12 100%       

          

Jumlah 
Keseluruhan 

Perda dan 
Perkada yang 

memuat sanksi 

          20 peraturan 20 peraturan 100% 
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Jumlah 

Pelanggaran 
Perda 

          25 
pelanggaran 

25 
pelanggaran 100% 

          

Jumlah 
Pelaporan 

Pelanggaran 
Perda kepada 

Dinas 
Pangampu 

Perda 

          20 pelaporan 20 pelaporan 100% 

          

Jumlah 
Penyidikan 

Kasus 
Pelanggaran 

Perda 

          25 kasus 25 kasus 100% 

        

Penanganan atas 
Pelanggaran 
Peraturan Daerah 
dan Peraturan 
Bupati/Wali Kota 

Jumlah 
bangunan; 

Jumlah Gelar 
Perkara; Jumlah 

Pemusnahan 
Barang Bukti 

(Mikhol); 
Jumlah 

penertiban KTR; 
Jumlah 

penertiban 
perizinan; 

Jumlah Sidang 
Tipiring 

39 - 39 31 79%       
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Jumlah 
Pemusnahan 
Barang Bukti 

1 momentum 1 momentum 100% 

Jumlah 
Penanganan 
Non Yustisi 

10 kasus 10 kasus 100% 

Jumlah 
Penanganan 

Yusitisi 
10 kasus 10 kasus 100% 

Jumlah 
Penyelesaian 
Penegakan 

Perda 

10 kasus 10 kasus 100% 

Jumlah Perda 
dan Perkada 

yang 
ditegakkan 

10 peraturan 10 peraturan 100% 

Jumlah 
Perda/Perkada 
yang memuat 

sanksi yang 
ditegakkan 

10 peraturan 10 peraturan 100% 

Pembinaan 
Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS) 
Kabupaten/Kota 

Cakupan 
Penegakan 
Perda dan 

Perwal 

100% - 100% 88% 88% 
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Persentase Pol 
PP yang 
memiliki 

kualitas PPNS 

40% 40% 100% 

Pengembangan 
Kapasitas dan 
Karier PPNS 

Jumlah PPNS 20 - 20 20 100% 

Jumlah Pol PP 
yang memiliki 
Kualitas PPNS 

40 orang 40 orang 100% 
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Berdasarkan tabel TC.29 diatas dapat disimpulkan bahwa : 

a. Pada tahun anggaran 2021, terjadi transisi perencanaan dan 

penganggaran dari periode Renstra 2016-2021 dengan periode 

Renstra 2021-2026 sehingga terjadi pergeseran nama program, 

kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana berlandaskan Permendagri 

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

yang selanjutnya disempurnakan kembali melalui Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil 

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

b. Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten /Kota diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja program 

sehingga bila dirata-rata, capaiannya menjadi 94,69%. Sedangkan 

capaian program kedua yakni Program Peningkatan Ketenteraman 

Dan Ketertiban Umum yang diukur melalui 2 (dua) indikator, bila 

dirata-rata capaiannya menjadi 94%. Terhadap pencapaian 

indikator program Cakupan Penegakan Perda dan Perwal, 

realisasinya 88% dari target 100%; hal ini terkendala pada jadwal 

penegakan perda yang bersifat privat masih berdasarkan 

pelimpahan kewenangan dari dinas pengampu Perda sehingga 

penegakan Perda yang dilaksanakan Satpol PP Kota Depok masih 

bergantung dari pelimpahan kewenangan dari dinas pengampu 

perda yang membidangi perizinan. 

c. Terdapat 1 (satu) Sub Kegiatan yang capaiannya rendah, yakni : 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan capaian 58,33% yang 
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disebabkan belanja makan minum tamu tidak diserap karena 

pandemi sehingga dilakukan penjadwalan ulang. 

 

 

2.2    Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.  

Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman dan 

ketertiban umum serta pelindungan masyarakat di Pemerintah Kota Depok 

dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok. 

1. Jenis Pelayanan Dasar. 

Penerapan dan pencapaian SPM Trantibum di Kota Depok disesuaikan 

dengan hasil-hasil penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Depok dengan jenis pelayanan dasar yaitu Pelayanan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kab/Kota. 

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah. 

Target Persentase Capaian SPM Trantibum pada tahun 2021 berdasarkan 

hasil perumusan Rencana Strategis Periode 2021 sampai dengan 2026 

adalah 74,10% yang didapat dari formulasi penghitungan : Pencapaian 4 

(empat) variabel SPM Trantibum; antara lain : Standar Operasional 

Prosedur Satpol PP dalam pelaksanaan Pelayanan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum Kab/Kota, Standar Sarana Prasarana Satpol PP, 

Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Anggota Linmas, 

dan Standar Pelayanan terkena dampak Gangguan Trantibum akibat 

Penegakan Hukum terhadap Pelanggran Perda dan Perkada. 

Khusus untuk target indikator SPM Trantibum yakni Jumlah warga 

negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda 
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dan Perkada di Kab/Kota, pada tahun 2021 ditargetkan 100% dengan 

asumsi penilaian terbalik yaitu 100% sama dengan 0 (nol) orang. 

Sehingga capaian SPM trantibum berdasarkan indikator Jumlah warga 

negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda 

dan Perkada di Kab/Kota, pada tahun 2021 realisasinya 100% dengan 

capaian 100%. 

Dalam rangka penerapan SPM Trantibum dan penyelenggaraan tugas dan 

fungsi pada tahun 2021, dilakukan upaya Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Depok untuk mendukung pencapaian SPM Trantibum, antara lain : 

a. Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali

Kota.

- Mengadakan Papan Informasi Larangan/Segel, sebagai bentuk

pembinaan sekaligus pemberian sanksi administratif terhadap

Pelanggar Perda.

- Melaksanakan Penyegelan baik kegiatan yang tidak berizin maupun

bangunan yang tidak berizin berdasarkan pelaporan dan/atau

pelimpahan kewenangan dari Dinas Perizinan.

- Melaksanakan Penertiban Kawasan Tertib Rokok (KTR).

- Melaksanakan Sidang Tindak Pidana Ringan (Yustisi) terhadap

pelanggar Perda yang mengganggu ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat.

- Menindaklanjuti laporan kasus pelanggaran Perda dari Dinas

Pengampu Perda.



Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok 

30 
RENJA 2022 

Satuan Polisi Polisi Pamong Praja Kota Depok 

b. Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman

Masyarakat.

- Melaksanakan Penertiban PKL yang menggaggu ketertiban umum

dan ketenteraman masyarakat.

- Melaksanakan Penertiban Bangunan Liar di lahan fasos fasum milik

pemerintah.

- Melaksankan penghalauan dan penertiban PPKS (Pemerlu

Pelayanan Kesejahteraan Sosial), seperti : Anak Jalanan,

Gelandang, Pengemis, bahkan ODGJ.

- Melaksanakan Penjagaan Titik-Titik Rawan Gangguan Trantibum.

- Melaksanakan Patroli 24 jam.

- Menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan

gangguan Trantibum.

- Melaksanakan pengawasan peredaran minuman beralkohol.

- Melaksanakan Pengamanan tempat-tempat penting.

- Melaksanakan Pengawalan Pejabat Penting.

- Melaksanakan Cegah Dini dan Deteksi Dini terhadap lokasi-lokasi

rawan gangguan Trantibum.

c. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.

- Melaksanakan pembinaan Satpol PP dan Satlinmas untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia (aparatur).

- Melaksanakan pengamanan lingkungan oleh Satuan Pelindungan

Masyarakat (Satlinmas).

- Melaksanakan Pengamanan Hari Raya.

- Melaksanakan pembinaan disiplin pegawai.
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3. Dukungan Personil.

Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok, antara lain :

- PNS : 85 orang 

- Tenaga Kontrak : 3 orang.

- Satgas Trantibum : 233 orang

4. Permasalahan dan Solusi.

- Permasalahan :

Indikator SPM Trantibum : Jumlah warga negara yang memperoleh

layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di

Kab/Kota belum masuk kedalam Program/Kegiatan/Sub Kegiataan

pada tahun 2021.

- Solusi :

Indikator SPM Trantibum akan dimasukkan kedalam Sub Kegiatan

Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan

Daerah dan Perkada, yang dimulai pada tahun 2022.
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Tabel T-C.30. 
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP 

Kota Depok 

No Indikator 
SPM / 

Standar 
Nasional 

IKK 
Target Kinerja Realisasi Capaian Proyeksi 

Catatan Analisis 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2019 2020 2021 2022 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 

Jumlah warga 
negara yang 
memperoleh 

layanan akibat 
dari penegakan 

hukum Perda dan 
Perkada di 
Kab/Kota 

SPM 
Trantibum - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

(100% = 0 orang) 
Perlu penguatan 

variabel SPM 
Trantibum; antara 

lain : Standar 
Operasional 

Prosedur Satpol 
PP, Standar 

Sarana Prasarana 
Satpol PP, Standar 

Peningkatan 
Kapasitas Anggota 

Satpol PP dan 
Anggota Linmas, 

dan Standar 
Pelayanan  
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2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi 

Pamong Praja 

a. Tingkat kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan hal kritis

yang terkait dengan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok ditandai

dengan menindaklanjuti pengaduan masyarakat, dimana

keterbatasan kendaraan operasional roda empat yang terbatas

karena kendaraan operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Depok terbagi dengan pelaksanaan Patroli 24 Jam.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi.

Permasalahan yang dihadapi adalah masih lemahnya kesadaran

masyarakat terhadap ketentuan Perda dan Perkada sebagaimana

telah dilakukan himbauan dan teguran sehingga tetap terjadi

pelanggaran pada setiap harinya.

Hambatannya berupa tidak terpenuhinya Standar Sarana

Prasarana Minimal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok sesuai

Permendagri Nomo 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak

Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal,

Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaa Satuan Polisi

Pamong Praja.

c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kota Depok, terhadap

capaian program nasional/internasional.
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Satpol PP Kota Depok melaksanakan urusan Pemerintahan wajib 

pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan 

perlindungan masyarakat sehingga perlu dilakukan peningkatan 

kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja secara kelembagaan dalam 

rangka mewujudkan Visi Kota Depok yang Unggul, Nyaman, dan 

Religius (Periode Renstra 2016-2021). 

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satuan 

Polisi Pamong Praja. 

Tantangan Satpol PP dalam meningkatkan pelayanan, antara lain : 

1. Menjadi pendorong berkembangnya budaya tertib. 

2. Sebagai pendorong tercipta masyarakat sadar hukum; 

3. Sebagai fasilitator pembinaan Anggota Satlinmas melalui 

pemberdayaan masyarakat. 

Peluang dalam meningkatkan pelayanan Satpol PP Kota Depok 

adalah : 

1. Memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi. 

2. Mendapat dukungan dari Komisi A DPRD Kota Depok dalam 

rangka peningkatan penyelenggaran tugas dan fungsi Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Depok. 

3. Memiliki hubungan kerja dengan pihak TNI, Kepolisian, 

Kejaksaan, dan Pengadilan Tinggi di Kota Depok. 
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e. Formulasi isu-isu penting  

ISU STRATEGIS PERMASALAHANNYA KONDISI IDEAL 

1. PENEGAKAN 
PERDA 

Pelanggaran Perda kerap 
terjadi, baik melalui 

pengawasan maupun dari 
hasil pengaduan masyarakat. 
Sebagai contoh antara lain : 

Bangunan tidak ber-IMB 
atau Bangunan yg melanggar 

ketentuan Perda, Usaha 
tidak dilengkapi SIUP/HO, 

Perizinan Reklame/Spanduk 
baik berdasarkan data 

maupun laporan 

TERWUJUDNYA KETERTIBAN 
PERIZINAN Melalui 

Kerjasama yang terintegerasi 
antara Satpol PP dengan 
Dinas/Instansi terkait 

2. GANGGUAN 
KETERTIBAN 
UMUM DAN 
KETENTERAMAN 
MASYARAKAT 

PKL di trotoar, di bahu jalan, 
dan di jalur hijau; Bangunan 

liar di lahan Fasos Fasum 
Pemerintah; Peredaran 

Minuman Beralkohol; dan 
contoh yang berkaitan 

dengan Ketenteraman antara 
lain Keberadaan Anjal, 
Gelandang-Pengemis, 

Pengamen di jalur-jalur 
Protokol; dan Keberadaan 

PSK, serta Peminta 
Sumbangan 

TERCIPTANYA KENYAMANAN 
MASYARAKAT 

Melalui Penataan titik-titik 
gangguan ketertiban umum 
dan ketenteraman dengan 
melibatkan Dinas/Instansi 
terkait, swasta, dan peran 

masyarakat 
(Koordinasi Penataan dan 

Pemberdayaan PKL tertuang 
dalam Perpres 125 Tahun 

2012, serta Pedoman 
Penataan dan Pemberdayaan 

PKL tertuang dalam 
Permendagri 41 Tahun 2012) 

3. PELINDUNGAN 
MASYARAKAT 

Kerap terjadi gangguan 
Kamtibmas/Trantibum; 

Bencana Alam yang tidak 
terantisipasi; Belum 

dilakukan Deteksi dini 
daerah rawan sosial 

MENINGKATNYA KAPASITAS 
ANGGOTA SATLINMAS 

Melalui keterlibatan pihak 
Kecamatan dan kelurahan 

serta peran aktif masyarakat 

 

 



 
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok 

36 
RENJA 2022 

Satuan Polisi Polisi Pamong Praja Kota Depok 

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

Review terhadap rancangan awal RKPD adalah dengan 

membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis 

kebutuhan, dituangkan dalam tabel T-C. 31. 
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Tabel T-C.31. 
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 

Kota Depok 
Nama Perangakat Daerah : Satpol PP 

 
Lembar 1 dari 2 

 
  

No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 
Catatan 
Penting Program / 

Kegiatan Lokasi Indikator 
Kinerja 

Target 
Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program / 

Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target 
Capaian 

 Kebutuhan Dana 
(Rp)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)  (11)  (12) 

 

1.05 Urusan 
Pemerintahan 

Bidang 
Ketenteraman 
dan Ketertiban 

Umum serta 
Pelindungan 
Masyarakat 

 

 

 
37,827,035,633.00 1.05 Urusan 

Pemerintahan 
Bidang 

Ketenteraman 
dan Ketertiban 

Umum serta 
Pelindungan 
Masyarakat 

 

 

 
37,950,634,533.00 
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1 1.05.01 
PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/ 
KOTA 

Kota 
Depok 

Cakupan 
Integrasi 
Perencanaan; 
Nilai SAKIP; 
Persentase 
penyediaan  
administrasi 
perkantoran; 
Persentase 
penyediaan 
sarana dan 
prasarana 
aparatur; 
Persentase 
Pegawai yang 
mendapatkan 
Pengembangan 
Kompetensi 

100%; 
BB; 

100%; 
100%; 
45% 

  21,256,395,593.00  1.05.01 
PROGRAM 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/ 
KOTA 

Kota 
Depok 

Cakupan 
Integrasi 
Perencanaan; 
Nilai SAKIP; 
Persentase 
penyediaan  
administrasi 
perkantoran; 
Persentase 
penyediaan 
sarana dan 
prasarana 
aparatur; 
Persentase 
Pegawai yang 
mendapatkan 
Pengembangan 
Kompetensi 

100%; 
BB; 

100%; 
100%; 
45% 

        21,256,395,593    

  1.05.01.2.01 
Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

Kota 
Depok 

Cakupan 
Integrasi 
Perencanaan 

100%         128,999,000.00  1.05.01.2.01 
Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

Kota 
Depok 

Cakupan 
Integrasi 
Perencanaan 

100%               128,999,000    

   1.05.01.2.01.01 
Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Kota Depok Jumlah 
Dokumen 
Renstra; Jumlah 
Dokumen Renja 

1 Dok; 1 
Dok 

83,999,000   1.05.01.2.01.01 
Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Kota Depok Jumlah 
Dokumen 
Renstra; Jumlah 
Dokumen Renja 

1 Dok; 1 
Dok 

                92,000,000  Rapat Internal 
Penyusunan 
Renstra dan 

Renja 
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   .05.01.2.01.06 
Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Kota Depok Jumlah 
Dokumen 

5 jenis                 45,000,000   1.05.01.2.01.06 
Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Kota Depok Jumlah 
Dokumen 

5 jenis                 60,000,000  Peningkatan 
Evaluasi 
Kinerja 

  1.05.01.2.02 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

Kota 
Depok 

Nilai SAKIP BB   18,439,573,793.00  1.05.01.2.02 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

Kota 
Depok 

Nilai SAKIP BB         18,439,573,793    

  1.05.01.2.02.01 
Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan 
ASN 

Kota Depok Jumlah ASN 
Satpol PP 

89 
orang 

        18,439,573,793  1.05.01.2.02.01 
Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan 
ASN 

Kota Depok Jumlah ASN 
Satpol PP 

89 
orang 

        18,439,573,793    

  1.05.01.2.05 
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat 
Daerah 

Kota 
Depok 

Persentase 
Pegawai yang 
mendapatkan 

Pengembangan 
Kompetensi 

45%               381,980,000  1.05.01.2.05 
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat 
Daerah 

Kota 
Depok 

Persentase 
Pegawai yang 
mendapatkan 
Pengembangan 
Kompetensi 

45%               381,980,000    

  1.05.01.2.05.02 
Pengadaan 
Pakaian Dinas 
Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Kota Depok Jumlah PDH; 
Jumlah PDL; 
Jumlah Pakaian 
Dinas Hari-Hari 
Tertentu  

80 stel; 
80 stel; 
15 stel 

              381,980,000  1.05.01.2.05.02 
Pengadaan 
Pakaian Dinas 
Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Kota Depok Jumlah PDH; 
Jumlah PDL; 
Jumlah Pakaian 
Dinas Hari-Hari 
Tertentu  

80 stel; 
80 stel; 
15 stel 

              381,980,000    
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  1.05.01.2.06 
Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

Kota 
Depok 

Persentase 
Penyediaan 
Administrasi 
Perkantoran 

100%      1,121,097,800.00  1.05.01.2.06 
Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

Kota 
Depok 

Persentase 
Penyediaan 
Administrasi 
Perkantoran 

100%           1,121,097,800    

   1.05.01.2.06.01 
Penyediaan 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Peneranga
n Bangunan 
Kantor 

Kota Depok Jenis 
Komponen 

Instalasi 
Listrik/Peneran
gan Bangunan 

Kantor 

20 jenis                  
31,997,800  

 1.05.01.2.06.01 
Penyediaan 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Peneranga
n Bangunan 
Kantor 

Kota Depok Jenis Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerang
an Bangunan 
Kantor 

20 jenis                 31,997,800    

  1.05.01.2.06.02 
Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Kota Depok Jenis Alat Tulis 
Kantor; Jenis 
Peralatan dan 
Perlengkapan 

Kantor 

25 jenis; 
8 jenis 

              318,500,000  1.05.01.2.06.02 
Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Kota Depok Jenis Alat Tulis 
Kantor; Jenis 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

25 jenis; 
8 jenis 

              318,500,000    

   1.05.01.2.06.03 
Penyediaan 
Peralatan Rumah 
Tangga 

Kota Depok Jenis Peralatan 
Rumah Tangga 

20 jenis               120,000,000   1.05.01.2.06.03 
Penyediaan 
Peralatan Rumah 
Tangga 

Kota Depok Jenis Peralatan 
Rumah Tangga 

20 jenis               120,000,000    

  1.05.01.2.06.04 
Penyediaan 
Bahan Logistik 
Kantor 

Kota Depok Jenis Makanan 
dan Minuman 

3 jenis               197,000,000  1.05.01.2.06.04 
Penyediaan 
Bahan Logistik 
Kantor 

Kota Depok Jenis Makanan 
dan Minuman 

3 jenis               197,000,000    

  1.05.01.2.06.05 
Penyediaan 
Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Kota Depok Jenis Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

15 jenis                  
93,600,000  

1.05.01.2.06.05 
Penyediaan 
Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Kota Depok Jenis Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

15 jenis                 93,600,000    
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  1.05.01.2.06.09 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

Kota Depok Jumlah 
Aparatur 

Mengikuti 
Rapat 

Koordinasi dan 
Konsultasi Luar 

Daerah 

273 OH 
Luar 

Daerah; 
20 OH 
Dalam 
Daerah 

              360,000,000  1.05.01.2.06.09 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

Kota Depok Jumlah Aparatur 
Mengikuti Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi Luar 
Daerah 

273 OH 
Luar 

Daerah; 
20 OH 
Dalam 
Daerah 

              430,000,000    

  1.05.01.2.09 
Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Kota 
Depok 

Persentase 
Penyediaan 
Administrasi 
Perkantoran 

100%      1,184,745,000.00  1.05.01.2.09 
Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Kota 
Depok 

Persentase 
Penyediaan 
Administrasi 
Perkantoran 

100%           1,184,745,000    

  1.05.01.2.09.01 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Kota Depok Jumlah 
Kendaraan 

Dinas 

50 
kendara

an 

           1,134,860,000  1.05.01.2.09.01 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Kota Depok Jumlah 
Kendaraan Dinas 

50 
kendara

an 

          1,134,860,000    

   1.05.01.2.09.06 
Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Kota Depok Jenis 
Perlengkapan 

Gedung Kantor 

7 jenis                  
49,885,000  

 1.05.01.2.09.06 
Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Kota Depok Jenis 
Perlengkapan 
Gedung Kantor 

7 jenis                 49,885,000    
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  1.05.02 
PROGRAM 
PENINGKATAN 
KETENTERAMAN 
DAN KETERTIBAN 
UMUM 

Kota 
Depok 

Cakupan 
Penegakan 
Perda dan 

Perwal 

100%         16,570,640,040  1.05.02 
PROGRAM 
PENINGKATAN 
KETENTERAMAN 
DAN KETERTIBAN 
UMUM 

Kota 
Depok 

Cakupan 
Penegakan 
Perda dan 
Perwal 

100%         16,694,238,940    

  1.05.02.2.01 
Penanganan 
Gangguan 
Ketenteraman 
dan Ketertiban 
Umum dalam 1 
(satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Kota 
Depok 

Cakupan 
Penegakan 
Perda dan 

Perwal 

100%         15,569,238,940  1.05.02.2.01 
Penanganan 
Gangguan 
Ketenteraman 
dan Ketertiban 
Umum dalam 1 
(satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Kota 
Depok 

Cakupan 
Penegakan 
Perda dan 
Perwal 

100%         15,569,238,940    

  1.05.02.2.01.01 
Pencegahan 
Gangguan 
Ketenteraman 
dan Ketertiban 
Umum melalui 
Deteksi Dini dan 
Cegah Dini, 
Pembinaan dan 
Penyuluhan, 
Pelaksanaan 
Patroli, 
Pengamanan, dan 
Pengawalan 

Kota Depok Jumlah Satgas 
Pol PP selama 

12 Bulan 

232 
orang 

        12,199,999,840  1.05.02.2.01.01 
Pencegahan 
Gangguan 
Ketenteraman 
dan Ketertiban 
Umum melalui 
Deteksi Dini dan 
Cegah Dini, 
Pembinaan dan 
Penyuluhan, 
Pelaksanaan 
Patroli, 
Pengamanan, dan 
Pengawalan 

Kota Depok Jumlah Satgas 
Pol PP selama 12 
Bulan 

257 
orang 

        13,000,000,000  Penambahan 
Jumlah Satgas 
Pol PP dalam 

rangka 
peningkatan 

kualitas 
kinerja Satpol 

PP 
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1.05.02.2.01.02 
Penindakan atas 
Gangguan 
Ketenteraman 
dan Ketertiban 
Umum 
Berdasarkan 
Perda dan 
Perkada melalui 
Penertiban dan 
Penanganan 
Unjuk Rasa dan 
Kerusuhan Massa 

Kota Depok Jumlah 
lahan/lokasi 
Fasos Fasum 

yang 
ditertibkan; 

Jumlah lokasi 
PKL yang 

diteribkan; 
Jumlah 

penertiban 
Mikhol; Jumlah 
penertiban PSK, 

Anjal, dan 
Gepeng 

2 lokasi 
Bangli;       
2 lokasi 

PKL;    
4 

penerti
ban 

Mikhol;      
2 

penerti
ban 

PMKS 

   629,999,800 1.05.02.2.01.02 
Penindakan atas 
Gangguan 
Ketenteraman 
dan Ketertiban 
Umum 
Berdasarkan 
Perda dan 
Perkada melalui 
Penertiban dan 
Penanganan 
Unjuk Rasa dan 
Kerusuhan Massa 

Kota Depok Jumlah 
lahan/lokasi 
Fasos Fasum 
yang ditertibkan; 
Jumlah lokasi 
PKL yang 
diteribkan; 
Jumlah 
penertiban 
Mikhol; Jumlah 
penertiban PSK, 
Anjal, dan 
Gepeng 

2 lokasi 
Bangli;       
2 lokasi 

PKL;    
4 

penerti
ban 

Mikhol;      
2 

penerti
ban 

PMKS 

   650,000,000 

1.05.02.2.01.03 
Koordinasi 
Penyelenggaraan 
Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 
serta 
Perlindungan 
Masyarakat 
Tingkat 
Kabupaten/Kota 

Kota Depok Jenis 
Penjagaan/ 

Pengamanan; 
Jumlah Gelar 

Pasukan 
Tingkat Kota 

Depok 

2 jenis 
pamwal
; 1 gelar 
pasukan 

90,000,000 
1.05.02.2.01.03 
Koordinasi 
Penyelenggaraan 
Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 
serta 
Perlindungan 
Masyarakat 
Tingkat 
Kabupaten/Kota 

Kota Depok Jenis Penjagaan/ 
Pengamanan; 
Jumlah Gelar 
Pasukan Tingkat 
Kota Depok 

2 jenis 
pamwal
; 1 gelar 
pasukan 

   130,000,000 
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  1.05.02.2.01.04 
Pemberdayaan 
Perlindungan 
Masyarakat 
dalam rangka 
Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 

Kota Depok Jumlah Anggota 
Satlinmas 

Tingkat Kota; 
Jumlah Anggota 
Satlinmas yang 

dibina dan 
dilatih; Jumlah 
Pengamanan 

Hari Raya 

630 
orang; 

126 
orang; 2 
momen

tum 
Hari 
Raya 

           2,474,239,300  1.05.02.2.01.04 
Pemberdayaan 
Perlindungan 
Masyarakat 
dalam rangka 
Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 

Kota Depok Jumlah Anggota 
Satlinmas 
Tingkat Kota; 
Jumlah Anggota 
Satlinmas yang 
dibina dan 
dilatih; Jumlah 
Pengamanan 
Hari Raya 

630 
orang; 

126 
orang; 2 
momen

tum 
Hari 
Raya 

          2,600,000,000  Peningkatan 
pelaporan 
Satlinmas 

   1.05.02.2.01.05 
Peningkatan 
Kapasitas SDM 
Satuan Polisi 
Pamongpraja dan 
Satuan 
Perlindungan 
Masyarakat 
termasuk dalam 
Pelaksanaan 
Tugas yang 
Bernuansa Hak 
Asasi Manusia 

Kota Depok Jumlah 
Aparatur Satpol 

PP yang 
mengikuti 

Bintek; Jumlah 
Jafung Pol PP  

40 
orang; 

32 
orang 

              175,000,000   1.05.02.2.01.05 
Peningkatan 
Kapasitas SDM 
Satuan Polisi 
Pamongpraja dan 
Satuan 
Perlindungan 
Masyarakat 
termasuk dalam 
Pelaksanaan 
Tugas yang 
Bernuansa Hak 
Asasi Manusia 

Kota Depok Jumlah Aparatur 
Satpol PP yang 
mengikuti 
Bintek; Jumlah 
Jafung Pol PP  

40 
orang; 

32 
orang 

              175,000,000    
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  1.05.02.2.02 
Penegakan 
Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota 
dan Peraturan 
Bupati/Wali Kota 

Kota 
Depok 

Cakupan 
Penegakan 
Perda dan 

Perwal 

100%         921,401,100.00  1.05.02.2.02 
Penegakan 
Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota 
dan Peraturan 
Bupati/Wali Kota 

Kota 
Depok 

Cakupan 
Penegakan 
Perda dan 
Perwal 

100%     1,045,000,000.00    

   1.05.02.2.02.01 
Sosialisasi 
Penegakan 
Peraturan Daerah 
dan Peraturan 
Bupati/Wali Kota 

Kota Depok Jumlah Lokasi 
Sosialisasi 

6 lokasi 
sosialisa

si  

              131,965,000   1.05.02.2.02.01 
Sosialisasi 
Penegakan 
Peraturan Daerah 
dan Peraturan 
Bupati/Wali Kota 

Kota Depok Jumlah Lokasi 
Sosialisasi 

6 lokasi 
sosialisa

si  

              145,000,000    

   1.05.02.2.02.02 
Pengawasan atas 
Kepatuhan 
terhadap 
Pelaksanaan 
Peraturan Daerah 
dan Peraturan 
Bupati/Wali Kota  

Kota Depok Jumlah regu 
Patroli 24 jam 

27 regu 
patroli  

              270,000,000   1.05.02.2.02.02 
Pengawasan atas 
Kepatuhan 
terhadap 
Pelaksanaan 
Peraturan Daerah 
dan Peraturan 
Bupati/Wali Kota  

Kota Depok Jumlah regu 
Patroli 24 jam 

27 regu 
patroli  

              350,000,000  Peningkatan 
kualitas PPNS 
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  1.05.02.2.02.03 
Penanganan atas 
Pelanggaran 
Peraturan Daerah 
dan Peraturan 
Bupati/Wali Kota 

Kota Depok Jumlah 
bangunan; 

Jumlah Gelar 
Perkara; Jumlah 

Pemusnahan 
Barang Bukti 

(Mikhol); 
Jumlah 

penertiban 
KTR; Jumlah 
penertiban 
perizinan; 

Jumlah Sidang 
Tipiring 

6 
bangun

an; 4 
gelar 

perkara; 
2 

pemusn
ahan 

barbuk; 
9 

penerti
ban 

KTR; 9 
penerti

ban 
perizina

n;                                       
9 sidang 
tipiring 

              519,436,100  1.05.02.2.02.03 
Penanganan atas 
Pelanggaran 
Peraturan Daerah 
dan Peraturan 
Bupati/Wali Kota 

Kota Depok Jumlah 
bangunan; 

Jumlah Gelar 
Perkara; Jumlah 

Pemusnahan 
Barang Bukti 

(Mikhol); Jumlah 
penertiban KTR; 

Jumlah 
penertiban 
perizinan; 

Jumlah Sidang 
Tipiring 

6 
bangun

an; 4 
gelar 

perkara; 
2 

pemusn
ahan 

barbuk; 
9 

penerti
ban 

KTR; 9 
penerti

ban 
perizina

n;                                       
9 sidang 
tipiring 

              550,000,000  Peningkatan 
kualitas PPNS 

  1.05.02.2.03 
Pembinaan 
Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil 
(PPNS) 
Kabupaten/Kota 

Kota 
Depok 

Cakupan 
Penegakan 
Perda dan 

Perwal 

100%            80,000,000.00  1.05.02.2.03 
Pembinaan 
Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil 
(PPNS) 
Kabupaten/Kota 

Kota 
Depok 

Cakupan 
Penegakan 
Perda dan 
Perwal 

100%                 80,000,000    

  1.05.02.2.03.01 
Pengembangan 
Kapasitas dan 
Karier PPNS 

Kota Depok Jumlah PPNS 20 
orang 

                 
80,000,000  

1.05.02.2.03.01 
Pengembangan 
Kapasitas dan 
Karier PPNS 

Kota Depok Jumlah PPNS 20 
orang 

                80,000,000    

Total Pagu Indikatif Satpol PP TA 2021         37,827,035,633                  37,950,634,533    
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2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Proses usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan 

tersebut diperoleh melalui hasil musrenbang tingkat OPD, yang 

dituangkan ke dalam tabel usulan program dan kegiatan tahun 

berikutnya yang dituangkan kedalam Tabel T-C.32. dibawah ini : 

 

Tabel T-C.32. 
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 

Kota Depok 
Nama Perangkat Daerah : Satpol PP    

No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 Pemberdayaan 

Masyarakat dalam 
Menjaga Ketenteraman 
dan Kerawanan Sosial 

Kota Depok Jumlah Masyarakat yang 
aktif dalam menjaga 
Ketenteraman dan 
Kerawanan Sosial 

500 orang Perlu meningkatkan 
peran serta 

masyarakat berbasis 
RT dalam koordinasi 

Kelurahan dan 
Kecamatan kepada 

Satpol PP 
2 Penindakan pelanggaran 

Peraturan 
Daerah/Peraturan Wali 

Kota 

Kota Depok Jumlah penindakan 150 kasus Diperlukan kerjasama 
dengan Dinas Teknis 

Terkait pengampu 
Perda terkait 

perizinan, Pejabat 
PPNS, dan Aparat 
Penegak Hukum 

3 Cegah Dini dan Deteksi 
dini Gangguan 
Ketenteraman 

Masyarakat dan 
Ketertiban Umum 

Kota Depok Jumlah Cegah Dini dan 
Deteksi Dini 

150 kasus Diperlukan pelibatan 
Masyarakat yang 
dikoordinis oleh 

Kecamatan/ 
Kelurahan kepada 

Satpol PP 
4 Pengendalian Disiplin 

Aparatur Sipil Negara 
Kota Depok Jumlah Kasus Pelanggaran 

Disiplin 
150 kasus Sebagai upaya 

peningkatan kualitas 
SDM ASN 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional 

Telahaan terhadap kebijakan nasional adalah penelahaan yang terkait 

dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang 

terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.   

Untuk melaksanakan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Depok mempunyai fungsi sebagai berikut: 

• Menyusun program, pelaksanaan ketentramanan dan ketertiban

umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala

Daerah;

• Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum di daerah;

• Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan

Keputusan Kepala Daerah.

• Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan

ketentramanan dan ketertiban umum  serta penegakan Peraturan

Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian

Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur

lainnya;

• Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

• Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota

sesuai dengan bidang tugasnya
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Untuk mendukung keselarasan arah kebijakan dan prioritas 

pembangunan nasional, dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

  

3.2  Tujuan dan Sasaran Renja 

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan 

ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang 

didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus 

dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat 

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.  

Tujuan mengarahkan perumusan kepada sasaran, kebijakan, program 

dan kegiatan serta sub kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. 

Karakteristik dari tujuan adalah bersifat spesifik, terukur sehingga 

dapat diterima secara realistis dalam jangka waktu yang jelas untuk 

Sub Urusan Pemerintah 
Pusat Daerah Provinsi Daerah Kab/Kota 

 
Ketenteraman 
dan Ketertiban 
Umum  

 
a. Standarisasi 

tenaga Satpol 
PP 

b. Penyelenggaraa
n Pendidikan 
dan Pelatihan, 
dan 
Pengangkatan 
PPNS 
Penegakan 
Perda  

 
a. Penanganan 

gangguan 
ketenteraman 
dan ketertiban 
umum lintas 
Daerah 
kab/kota 
dalam 1 (satu) 
Daerah 
Provinsi. 

b. Penegakan 
Perda dan 
Pergub. 

c. Pembinaan 
PPNS Provinsi 

 
a. Penanganan 

gangguan 
ketenteraman 
dan ketertiban 
umum lintas 
Daerah 
kab/kota. 

b. Penegakan 
Perda dan 
Peraturan 
Bupati/Walikot
a. 

c. Pembinaan 
PPNS 
Kab/Kota 
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penyelesaiannya. Sasaran merupakan penjabaran atau implementasi 

dari tujuan yang berdasarkan kondisi realita dan harus dapat 

dituangkan dalam suatu Indikator Kinerja secara nyata pada jangka 

waktu yang ditetapkan.  

Sementara sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan misi yang 

dijalankan dalam mencapai tujuan.  Penetapan sasaran ini diperlukan 

untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi 

operasional sumber daya organisasi. Sasaran yang ditetapkan 

sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan 

demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai 

diharapkan tujuan dapat terealisasi. 

Tujuan dan sasaran Penyusunan Renja 2022 adalah : 

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan 

Pelayanan Publik yang Humanis, dengan sasaran : Meningkatnya 

Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Pelayanan Publik yang 

humanis. 

2. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kota Depok Yang 

Nyaman, Aman, dan Tertib; dengan sasaran : Meningkatnya 

Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat serta Keamanan dan 

Kenyamanan Lingkungan. 

 

3.3 Program dan Kegiatan 

Pada Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun 

2022 dilakukan pemetaan berdasarkan hasil pemetaan dan pemutakhiran 

sebagaimana disampaikan melalui Tabel T-C 33 dibawah ini : 
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Tabel T-C.33. 
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Berdasarkan Hasil Pemetaan Tahun 2022 

Kota Depok 
Nama OPD :  01.00 -SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintah Daerah dan 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan/Sub 

Kegiatan 
Lokasi 

Rencana Tahun 2022 (Tahun 
Rencana) 

Catatan 
Penting 

Perkiraan Maju Rencana Tahun 
2023 

Target Capaian 
Kinerja 

 Kebutuhan Dana / 
Pagu Indikatif  

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan Dana / 
Pagu Indikatif 

1 2 3 4 5  6  7 8 9 

1.05 

URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG KETENTERAMAN 
DAN KETERTIBAN UMUM 

SERTA PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

 36,741,818,393 38,717,371,843 

1.05.01 
PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 

Cakupan pelayanan 
penunjang urusan 

Pemda 

Kantor 
Satpol PP 100%  19,156,973,593  20,166,979,443 

1.05.01
.2.01 

Perencanaan dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

Persentase dokumen 
perencanaan, 

anggaran, dan evaluasi 
tepat waktu 

Kantor 
Satpol PP 100%  89,998,550 -  212,000,000 

1.05.01
.2.01.0

1 

Penyusunan Renstra dan 
Renja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Renja Kantor 

Satpol PP 1 dokumen  49,999,900 Peningkatan 
Kualitas SAKIP 1 dokumen  82,000,000 
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1.05.01
.2.01.0

6  

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah dokumen 
Pengukuran Kinerja, 
Pelaporan Kinerja, 

Evaluasi Internal, SPM, 
LPPD yang tersusun 

Kantor 
Satpol PP 5 dokumen  20,000,000  Peningkataan 

Kualitas SAKIP 5 dokumen  65,000,000  

1.05.01
.2.01.0

7  

Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah Jumlah dokumen SPIP Kantor 

Satpol PP 1 dokumen  19,998,650  Peningkataan 
Kualitas SAKIP 1 dokumen  65,000,000  

1.05.01
.2.02 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Persentase administrasi 
keuangan tepat waktu 

Kantor 
Satpol PP 100%  16,544,831,293  -    16,544,831,293  

1.05.01
.2.02.0

1 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN Jumlah ASN Satpol PP Kantor 

Satpol PP 90 orang   16,544,831,293  Peningkatan 
Kualitas SDM 95 orang   16,544,831,293  

1.05.01
.2.05 

Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Persentase Pemenuhan 
Pengurusan 
Administrasi 
Kepegawaian 

Kantor 
Satpol PP    551,999,900       850,000,000  

1.05.01
.2.05.0

2  

Pengadaan Pakaian Dinas 
Beserta Atribut 

Kelengkapannya 

Jumlah Pakaian Pataka 
dan Dhuaja 

Kantor 
Satpol PP 40 stel  551,999,900  

Peningkatan 
Kualitas 

Performance 
Aparatur 

10 Paket  850,000,000  

    Jumlah Pakaian PPNS   20 stel         
    Jumlah PDH   90 stel         
    Jumlah PDKS I dan II   15 stel         
    Jumlah PDL   90 stel         
    Jumlah PDU Satpol PP   15 stel         
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1.05.01
.2.06  

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase penyediaan 
administrasi umum 

perkantoran 

Kantor 
Satpol PP 100%  987,995,550  -    1,577,999,850  

1.05.01
.2.06.0

2  

Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Kantor 

Satpol PP 25 item                         
299,998,850  

Peningkatan 
Kualitas 

Penyediaan 
Sarana 

Administrasi 

5 paket                  
435,000,000  

    Jumlah Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Kantor 
Satpol PP 8 item         

1.05.01
.2.06.0

4  

Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Makanan dan 
Minuman 

Kantor 
Satpol PP 12 bulan                         

249,999,000  

Peningkatan 
Kualitas 

Penyediaan 
Mamin 

12 bulan                  
350,000,000  

1.05.01
.2.06.0

5  

Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Kantor 
Satpol PP 15 item                         

192,999,850                       
192,999,850  

1.05.01
.2.06.0

9  

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

Jumlah Aparatur 
mengikuti Rapat 
Koordinasi dan 

Konsultasi Dalam 
Daerah dan Luar Daerah 

Kantor 
Satpol PP 293 OH                         

150,000,000  

Peningkatan 
Kualitas 

Kemanfaatan 
Konsultasi dan 

Koordinasi 

12 Paket                  
450,000,000  

1.05.01
.2.06.1

1  

 Dukungan Pelaksanaan 
Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD 
Jumlah Sistem Aplikasi Kantor 

Satpol PP 1 aplikasi                           
94,997,850  

Peningkatan 
Kualitas SPBE 1 Paket                  

150,000,000  
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1.05.01
.2.09  

Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Persentase Pegawai 
yang mendapatkan 

Pengembangan 
Kompetensi 

Kantor 
Satpol PP 45%  982,148,300       982,148,300  

1.05.01
.2.09.0

2  

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Jumlah pemeliharaan 
kendaraan 

Kantor 
Satpol PP 50 kendaraan                         

982,148,300                       
982,148,300  

1.05.02  
PROGRAM PENINGKATAN 

KETENTERAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

Persentase Pelayanan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum   

Kota 
Depok 

100%; Rasio 
0.27  17,584,844,800      18,550,392,400 

1.05.02
.2.01 

Penanganan Gangguan 
Ketenteraman dan Ketertiban 
Umum dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

Tingkat penyelesaian 
pelanggaran K3  

Kota 
Depok 100%  16,656,443,750       17,621,991,350  

1.05.02
.2.01.0

1 

Pencegahan Gangguan 
Ketentraman dan Ketertiban 

Umum 

Jumlah Satgas Pol PP 
selama 13 Bulan Kota Depok 249orang  13,034,452,400  

 Penambahan 
Kuantitas 

Satgas Pol PP 
270 orang  14,000,000,000  
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1.05.02
.2.01.0

2  

Penindakan atas Gangguan 
Ketenteraman dan Ketertiban 
Umum Berdasarkan Perda dan 

Perkada melalui Penertiban 
dan Penanganan Unjuk Rasa 

dan Kerusuhan Massa 

Jumlah Pelanggaran dan 
Pengaduan Trantibum 
dalam Kab/Kota yang 

ditangani 

Kota Depok 5 lokasi  424,999,900       424,999,900  

    Jumlah Pelanggaran K3 
yang diselesaikan   5 lokasi         

    
Jumlah Pengamanan 
Pasca Penyelesaian 

Pelanggaran K3 
  5 lokasi         

    

Jumlah Pelanggaran K3 
yang dilaporkan 
Masyarakat dan 

Teridentifikasi oleh 
Satpol PP 

  20 pengaduan         

    Jumlah Regu Patroli 24 
jam   30 regu         

1.05.02
.2.01.0

3  

Koordinasi Penyelenggaraan 
Ketentraman dan Ketertiban 

Umum serta Perlindungan 
Masyarakat Tingkat 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Demo Kota Depok 20 demo  326,999,700       326,999,700  

    Jumlah Gelar Pasukan 
Satpol PP   1 gelar 

pasukan         

    Jumlah Pengamanan 
dan Pengawalan   5 jenis         

    Jumlah Kajian Indeks 
Trantibum   1 dokumen         
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1.05.02
.2.01.0

4 

Pemberdayaan Perlindungan 
Masyarakat dalam rangka 

Ketentraman dan Ketertiban 
Umum 

Cakupan petugas 
Perlindungan 

Masyarakat (Linmas) 
Kota Depok 22%  2,599,998,900  2,599,998,900 

Jumlah Pengamanan 
Hari Raya 2 momentum 

Jumlah Petugas Linmas 
dalam 1 wilayah kerja 

Kab/Kota 
630 orang 

Jumlah RT yang 
dilakukan pengawasan 
dan pengamanan oleh 

Petugas Linmas 

2300 RT 

Jumlah Satlinmas yang 
terlatih dan dikukuhkan 30 orang 

1.05.02
.2.01.0

5 

Peningkatan Kapasitas SDM 
Satuan Polisi Pamongpraja 
dan Satuan Perlindungan 

Masyarakat termasuk dalam 
Pelaksanaan Tugas yang 

Bernuansa Hak Asasi Manusia 

Jumlah Aparatur Satpol 
PP dan Satlinmas yang 

mendapatkan 
pembinaan HAM 

Kota Depok 50 orang  83,999,850  83,999,850 

1.05.02
.2.01.0

7 

Kerjasama antar Lembaga dan 
Kemitraan dalam Teknik 

Pencegahan dan Penanganan 
Gangguan Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

Jumlah Pengaduan 
Gangguan Trantibum 

yang ditangani 
Kota Depok 10 lokasi  86,000,000  86,000,000 

Jumlah Pengaduan 
Pelanggaran Trantibum 

yang Masuk 
10 pengaduan 
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1.05.02
.2.01.1

0 

Penyediaan Layanan dalam 
rangka Dampak Penegakan 

Peraturan Daerah dan Perkada 

Jumlah warga negara 
yang memperoleh 
layanan akibat dari 
penegakan hukum 

Perda dan Perkada di 
Kab/Kota 

Kota Depok 100%  99,993,000       99,993,000  

1.05.02
.2.02  

Penegakan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota dan 

Peraturan Bupati/Wali Kota 

Persentase Perda dan 
Perkada yang 

ditegakkan 

Kota 
Depok 50%  828,401,100       828,401,100  

1.05.02
.2.02.0

1  

Sosialisasi Penegakan 
Peraturan Daerah dan 

Peraturan Bupati/Wali Kota 

Jumlah lokasi Sosialisasi 
dan Perkada Kota Depok 10 lokasi  209,999,750       209,999,750  

    Jumlah Perda yang 
disosialisasikan   10 perda         

1.05.02
.2.02.0

2  

Pengawasan atas Kepatuhan 
terhadap Pelaksanaan 
Peraturan Daerah dan 

Peraturan Bupati/Wali Kota 

Jumlah Keseluruhan 
Perda dan Perkada yang 

memuat sanksi 
Kota Depok 20 peraturan  244,999,800       244,999,800  

    Jumlah Pelanggaran 
Perda   25 

pelanggaran         

    

Jumlah Pelaporan 
Pelanggaran Perda 

kepada Dinas Pangampu 
Perda 

  20 pelaporan         

    
Jumlah Penyidikan 
Kasus Pelanggaran 

Perda 
  25 kasus         
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1.05.02
.2.02.0

3  

Penanganan atas Pelanggaran 
Peraturan Daerah dan 

Peraturan Bupati/Wali Kota 

Jumlah Pemusnahan 
Barang Bukti Kota Depok 1 momentum  373,401,550       373,401,550  

    Jumlah Penanganan 
Non Yustisi   10 kasus         

    Jumlah Penanganan 
Yusitisi   10 kasus         

    Jumlah Penyelesaian 
Penegakan Perda   10 kasus         

    
Jumlah Perda dan 

Perkada yang 
ditegakkan 

  10 peraturan         

    
Jumlah Perda/Perkada 
yang memuat sanksi 

yang ditegakkan 
  10 peraturan         

1.05.02
.2.03  

Pembinaan Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS) 
Kabupaten/Kota 

Persentase Pol PP yang 
memiliki kualitas PPNS 

Kota 
Depok 40%  99,999,950       99,999,950  

1.05.02
.2.03.0

1 

 Pengembangan Kapasitas 
dan Karier PPNS 

Jumlah Pol PP yang 
memiliki Kualitas PPNS   40 orang  99,999,950       99,999,950  

TOTAL  36,741,818,393  TOTAL  38,717,371,843  
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

Program dan Kegiatan 

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kota Depok Tahun 2021-2026 mengacu kepada arahan Rencana 

pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Depok Tahun 2006- 

2025 untuk pembangunan daerah tahap kedua. Perumusan visi dan misi 

ini dilakukan untuk menjawab permasalahan umum daerah yang 

berlaku saat ini, dan prediksi kondisi umum daerah yang diperkirakan 

akan berlaku.  

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan 

dan peluang yang ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya 

yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Kota Depok tahun 

2021-2026 yang hendak dicapai adalah :  

“KOTA DEPOK YANG MAJU BERBUDAYA DAN SEJAHTERA” 

Maju didefinisikan sebagai: Dengan berbagai capaian Pembangunan 

Infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik pada 

periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Depok akan terus berusaha 

untuk menjadi yang terbaik khususnya meningkatkan pembangunan 

infrastruktur meliputi infrastruktur fisik dan infrastruktur digital, serta 

memastikan pembangunan daerah dilakukan dengan pertimbangan 

keseimbangan dan dampak terhadap kualitas lingkungan. Tata kelola 

Pemerintahan dan pelayanan publik dengandukungan SDM aparatur 

dan sistem pelayanan yang modern akan berdampak positif pada 
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peningkatan partisipasi publik, yang berorientasi memberikan 

kemudahan, pelayanan yang prima serta terpenuhinya kebutuhan 

pelayanan masyarakat diberbagai bidang. 

Berbudaya, didefinisikan sebagai: Dalam rangka menjaga 

kesinambungan pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Depok yang 

berkualitas baik secara fisik, mental, sosial dan spiritual, maka aspek 

pendidikan dan pembangunan masyarakat didorong untuk terwujudnya 

masyarakat Depok yang berbudaya, dengan mengintegrasikan nilai nilai 

keagamaan, kebhinekaan dan ketahanan keluarga. Kesatuan elemen ini 

diharapkan dapat menjadi dasar pengokohan dan penguatan modal 

sosial di Kota Depok. 

Sejahtera, didefinisikan sebagai: Kesejahteraan yang ingin diwujudkan 

adalah kesejahteraan lahir dan batin yang meliputi berbagai aspek tidak 

hanya dalam konteks materi melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. 

Kesejahteraan dalam arti keseimbangan, kemandirian serta peningkatan 

daya saing, dan kualitas kehidupan masyarakat Kota Depok termasuk 

kaitannya Dimensi kualitas kesehatan, kenyamanan, keamanan dan 

ketertiban masyarakat. Keterpaduan antara dimensi terebut diharapkan 

melahirkan kesejahteraan yang paripurna, serta membentuk kebanggaan 

yang tinggi bagi warga Depok untuk melahirkan masa depan yang cerah, 

adil, makmur dan sejahtera. 

Sebagai penjabaran visi Kota Depok diatas disusunlah misi 

pembangunan Kota Depok 2021–2026 dalam rangka mewujudkan visi 

“Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera” dengan rincian 

sebagai berikut:  
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1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan 

berwawasan lingkungan. 

2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang 

modern dan partisipatif. 

3. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis 

kebhinekaan dan ketahanan keluarga. 

4. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya 

saing.  

5. Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman. 

 

Dibawah ini adalah tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2022 : 

Tabel 4.1 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2022 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DEPOK 

Kode 
Urusan / Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

dan Program / Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Lokasi 

Rencana Tahun 2022  (Tahun 
Rencana) 

UNIT KERJA Target 
Capaian 
Kinerja 

 Kebutuhan Dana / 
Pagu Indikatif  

(1) (2) (3) (4) (5)  (6)  (7) 

1 

URUSAN 
PEMERINTAHAN WAJIB 

YANG BERKAITAN 
DENGAN PELAYANAN 

DASAR 

                        
36,741,818,393    

1.05 

URUSAN 
PEMERINTAHAN 

BIDANG 
KETENTERAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

SERTA PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

                        
36,741,818,393    

 SATUAN POLISI 
PAMONG PRAJA                         

36,741,818,393    
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1.05.01 

PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Cakupan pelayanan 
penunjang urusan 

Pemda 

Kota 
Depok 100%                   

19,156,973,593  
 KEPALA 
SATUAN  

1.05.01.2.
01 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Persentase dokumen 
perencanaan, 
anggaran, dan 

evaluasi tepat waktu 

Kota 
Depok 100%                           

89,998,550   SEKRETARIS  

1.05.01.2.
01.01 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 

Daerah 

Jumlah dokumen 
Renja 

Kota 
Depok 1 dokumen           49,999,900   SUBBAG PEP  

1.05.01.2.
01.06 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

Jumlah dokumen 
Pengukuran Kinerja, 
Pelaporan Kinerja, 
Evaluasi Internal, 
SPM, LPPD yang 

tersusun 

  

5 dokumen                           
20,000,000   SUBBAG PEP  

  

Kota 
Depok 

1.05.01.2.
01.07 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah Jumlah dokumen SPIP Kota 

Depok 1 dokumen                           
19,998,650   SUBBAG PEP  

1.05.01.2.
02 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Persentase 
administrasi 

keuangan tepat 
waktu 

Kota 
Depok 100%                   

16,544,831,293   SEKRETARIS  

1.05.01.2.
02.01 

 Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN Jumlah ASN Satpol PP Kota 

Depok 90 orang                   
16,544,831,293   SUBBAG KEU  

1.05.01.2.
05 

Administrasi 
Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Persentase 
Pemenuhan 
Pengurusan 
Administrasi 
Kepegawaian 

Kota 
Depok 100%                         

551,999,900   SEKRETARIS  

1.05.01.2.
05.02 

Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya 

Jumlah Pakaian Pataka 
dan Dhuaja 

Kota 
Depok 40 stel                         

551,999,900  

 SUBBAG 
UMUM  

Jumlah Pakaian PPNS   20 stel   

Jumlah PDH   90 stel   

Jumlah PDKS I dan II   15 stel   

Jumlah PDL   90 stel   

Jumlah PDU Satpol PP   15 stel   

1.05.01.2.
06 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase 
penyediaan 

Kota 
Depok 100%                         

987,995,550   SEKRETARIS  
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administrasi umum 
perkantoran 

1.05.01.2.
06.02 

Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 

Kantor 

Jumlah Alat Tulis 
Kantor 

Kota 
Depok 25 item 299,998,850  SUBBAG 

UMUM Jumlah Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 8 item 

1.05.01.2.
06.04 

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah Makanan dan 
Minuman 

Kota 
Depok 12 bulan 249,999,000 

 SUBBAG 
UMUM 

1.05.01.2.
06.05 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Kota 
Depok 15 item 192,999,850 

 SUBBAG 
UMUM 

1.05.01.2.
06.09 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Jumlah Aparatur 
mengikuti Rapat 
Koordinasi dan 

Konsultasi Dalam 
Daerah dan Luar 

Daerah 

Kota 
Depok 293 OH 150,000,000 

 SUBBAG 
UMUM 

1.05.01.2.
06.11 

 Dukungan Pelaksanaan 
Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 
pada SKPD 

Jumlah Sistem Aplikasi Kota 
Depok 1 aplikasi 94,997,850  SUBBAG PEP 

1.05.01.2.
09 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase barang 
milik daerah kondisi 

baik 

Kota 
Depok 70% 982,148,300  SEKRETARIS 

1.05.01.2.
09.02 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, 

dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 

Lapangan 

Jumlah pemeliharaan 
kendaraan 

Kota 
Depok 

50 
kendaraan 982,148,300 

 SUBBAG 
UMUM 

1.05.02 

PROGRAM 
PENINGKATAN 

KETENTERAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

Persentase Pelayanan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum   

Kota 
Depok 74,67% 17,584,844,800 

 KEPALA 
SATUAN 

1.05.02.2.
01 

Penanganan Gangguan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

Tingkat penyelesaian 
pelanggaran K3 

(Ketertiban, 
Kententraman, 

Keindahan) 

Kota 
Depok 75% 16,656,443,750 

 SEKRETARIS, 
BIDANG 

TRANTIBUM 
PAMWAL, 

BIDANG PSD 
LINMAS 
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1.05.02.2.
01.01 

Pencegahan Gangguan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

melalui Deteksi Dini dan 
Cegah Dini, Pembinaan 

dan Penyuluhan, 
Pelaksanaan Patroli, 

Pengamanan, dan 
Pengawalan 

Jumlah Satgas Pol PP 
selama 13 Bulan 

Kota 
Depok 249 orang 13,034,452,400 

 SUBBAG 
UMUM 

1.05.02.2.
01.02 

Penindakan atas 
Gangguan 

Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

Berdasarkan Perda dan 
Perkada melalui 
Penertiban dan 

Penanganan Unjuk Rasa 
dan Kerusuhan Massa 

Jumlah Pelanggaran 
dan Pengaduan 

Trantibum dalam 
Kab/Kota yang 

ditangani 

Kota 
Depok 5 lokasi 424,999,900 

 SEKSI 
TRANMASTIB

UM 

Jumlah Pelanggaran 
K3 yang diselesaikan 5 lokasi 

Jumlah Pengamanan 
Pasca Penyelesaian 

Pelanggaran K3 
5 lokasi 

Jumlah Pelanggaran 
K3 yang dilaporkan 

Masyarakat dan 
Teridentifikasi oleh 

Satpol PP 

20 
pengaduan 

Jumlah Regu Patroli 
24 jam 30 regu 

1.05.02.2.
01.03 

Koordinasi 
Penyelenggaraan 
Ketentraman dan 

Ketertiban Umum serta 
Perlindungan 

Masyarakat Tingkat 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Demo Kota 
Depok 20 demo 326,999,700 

 SEKSI 
PENGAMANA

N DAN 
PENGAWALA

N 

Jumlah Gelar Pasukan 
Satpol PP 

1 gelar 
pasukan 

Jumlah Pengamanan 
dan Pengawalan 5 jenis 

Jumlah Kajian Indeks 
Trantibum 1 dokumen 
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1.05.02.2.
01.04 

Pemberdayaan 
Perlindungan 

Masyarakat dalam 
rangka Ketentraman 

dan Ketertiban Umum 

Cakupan petugas 
Perlindungan 

Masyarakat (Linmas) 

Kota 
Depok 22% 2,599,998,900 

 SEKSI 
PELINDUNGA

N 
MASYARAKAT 

Jumlah Pengamanan 
Hari Raya 

2 
momentum 

Jumlah Petugas 
Linmas dalam 1 

wilayah kerja 
Kab/Kota 

630 orang 

Jumlah RT yang 
dilakukan pengawasan 
dan pengamanan oleh 

Petugas Linmas 

2300 RT 

Jumlah Satlinmas yang 
terlatih dan 
dikukuhkan 

30 orang 

1.05.02.2.
01.05 

Peningkatan Kapasitas 
SDM Satuan Polisi 
Pamongpraja dan 

Satuan Perlindungan 
Masyarakat termasuk 

dalam Pelaksanaan 
Tugas yang Bernuansa 

Hak Asasi Manusia 

Jumlah Aparatur 
Satpol PP dan 

Satlinmas yang 
mendapatkan 

pembinaan HAM 

50 orang 83,999,850 

 SEKSI 
PEMBINAAN 

SUMBER 
DAYA 

1.05.02.2.
01.07 

Kerjasama antar 
Lembaga dan 

Kemitraan dalam 
Teknik Pencegahan dan 
Penanganan Gangguan 

Ketentraman dan 
Ketertiban Umum 

Jumlah Pengaduan 
Gangguan Trantibum 

yang ditangani 
10 lokasi 86,000,000 

 SEKSI 
TRANMASTIB

UM Jumlah Pengaduan 
Pelanggaran 

Trantibum yang 
Masuk 

10 
pengaduan 

1.05.02.2.
01.10 

Penyediaan Layanan 
dalam rangka Dampak 
Penegakan Peraturan 
Daerah dan Perkada 

Jumlah warga negara 
yang memperoleh 
layanan akibat dari 
penegakan hukum 

Perda dan Perkada di 
Kab/Kota 

100% 99,993,000 

 SEKSI 
TRANMASTIB

UM 
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1.05.02.2.
02 

Penegakan Peraturan 
Daerah 

Kabupaten/Kota dan 
Peraturan Bupati/ Wali 

Kota 

Persentase Perda dan 
Perkada yang 

ditegakkan 

Kota 
Depok 50%                         

828,401,100  
 BIDANG 
GAKDA  

1.05.02.2.
02.01 

Sosialisasi Penegakan 
Peraturan Daerah dan 
Peraturan Bupati/Wali 

Kota 

Jumlah lokasi 
Sosialisasi dan 

Perkada 

Kota 
Depok 10 lokasi                         

209,999,750  
 SEKSI 

PENEGAKAN 
DAN 

PENINDAKAN 
(GAKTIN)  

Jumlah Perda yang 
disosialisasikan   10 perda   

1.05.02.2.
02.02 

Pengawasan atas 
Kepatuhan terhadap 

Pelaksanaan Peraturan 
Daerah dan Peraturan 

Bupati/Wali Kota 

Jumah Keseluruhan 
Perda dan Perkada 

yang memuat sanksi 

Kota 
Depok 20 peraturan                         

244,999,800  

 SEKSI 
PENYELIDIKAN 

DAN 
PENYIDIKAN 

(LIDIK)  

Jumlah Pelanggaran 
Perda   25 

pelanggaran   

Jumlah Pelaporan 
Pelanggaran Perda 

kepada Dinas 
Pangampu Perda 

  20 pelaporan   

Jumlah Penyidikan 
Kasus Pelanggaran 

Perda 
  25 kasus   

1.05.02.2.
02.03 

Penanganan atas 
Pelanggaran Peraturan 
Daerah dan Peraturan 

Bupati/Wali Kota 

Jumlah Pemusnahan 
Barang Bukti 

Kota 
Depok 

1 
momentum 

                        
373,401,550  

 SEKSI 
PENEGAKAN 

DAN 
PENINDAKAN 

(GAKTIN)  

Jumlah Penanganan 
Non Yustisi   10 kasus   

Jumlah Penanganan 
Yusitisi   10 kasus   

Jumlah Penyelesaian 
Penegakan Perda   10 kasus   

Jumlah Perda dan 
Perkada yang 

ditegakkan 
  10 peraturan   

Jumlah Perda/Perkada 
yang memuat sanksi 

yang ditegakkan 
  10 peraturan   
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1.05.02.2.
03 

Pembinaan Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) 
Kabupaten/Kota 

Persentase Pol PP 
yang memiliki 
kualitas PPNS 

Kota 
Depok 40% 99,999,950 

 BIDANG PSD 
LINMAS 

1.05.02.2.
03.01 

 Pengembangan 
Kapasitas dan Karier 

PPNS 

Jumlah Pol PP yang 
memiliki Kualitas 

PPNS 
40 orang 99,999,950 

 SEKSI 
PEMBINAAN 

SUMBER 
DAYA 

TOTAL ANGGARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DEPOK TAHUN 2022  36,741,818,393 
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BAB V 

PENUTUP 

Rencana kerja merupakan tolok ukur dalam menilai keberhasilan 

dan kegagalan dalam pencapaian visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Depok. Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Depok tahun 2022 disusun untuk menjadi pedoman kinerja yang 

dijabarkan kedalam Program/Kegiatan/Sub Kegiatan. 

Penyelenggaraan kebijakan Penegakan Perda dan/atau Perwa, 

Penyelenggaraan Ketenteraman masyarakat dan Ketertiban Umum, serta 

Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat merupakan tugas pokok dan 

fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok untuk melaksanakan 

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kententeradan menjadi garda 

terdepan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan 

masyarakat dalam kerangka mewujudkan Kota Depok yang unggul, 

nyaman, dan religius. 

Depok,     Februari 2022 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 
Kota Depok 

N Lienda Ratnanurdianny, SH., M.HUM 
NIP.197001271998032004 
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